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Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalatelak®anaan Distribusi Pengisian
Jabatan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malarlgha®itema tersebut dilatar
belakangi oleh penyalah gunaan kewenangan darajalyang dimiliki oleh pemerintah
khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah Kota MaPata akhir masa jabatannya
Walikota Malang menggelar mutasi besar-besarannggh 217 pejabat di rolling oleh
Walikota Malang. Badan Kepegawaian Daerah mempumpgaanan dalam mutasi
ataupun pengisian jabatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis inngaagkat rumusan masalah : (1)
Bagaimana pelaksanaan distribusi pengisian jabditétadan kepegawaian daerah kota
malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54nT2003 Tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil? (2) Apa hambatan dari pelakaa distribusi pengisian jabatan di
badan kepegawian daerah kota malang berdsarkarnuReraPemerintan Nomor 54

Tahun 2003 serta bagaimana solusinya?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan aetguridis sosiologis dengan
metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaplatagang terjadi di masyarakat.
Sumber data primer, sekunder yang diperoleh penakan dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitaifty data kuantitatif yang dikumpulkan
dalam penelitian korelasional, komperatif, ataupeksnen diolah dengan rumus-rumus
statik yang sudah disediakan, baik secara manuapmmadengan menggunakan jasa
komputer. Mendiskripsikan dan menganalisis data-data yangerdiph di lapangan
kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permaaalgang dikaji.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penolemperoleh jawaban atas
permasalahan yang ada bahwa Badan Kepegawaian hD&ta Malang telah
melakukan pengisian jabatan sesuai dengan Perd®erarrintah Nomor 54 Tahun 2003
dan dalam penerapannya menggunakan Peraturan Kepdén Kepegawaian Negara
Nomor 12 Tahun 2011, akan tetapi penerapannya rkas#mg optimal untuk pengisian
jabatan yang terbuka. Sehingga adanya hambatan yhingdapi oleh Badan
Kepegawaian Daerah Koata Malang penundaan pensagn gegawai yang sudah
memasuki masa pensiun, kebijakan pengisian jalisgtlum ada pedoman teknisnya dan
relatif secara nasional merupakan kebijakan bahingga belum banyak instansi yang
secara utuh melaksanakannya. Solusi dari hambatesebut adalah keterbukaan
pengisian jabatan pada Badan Kepegawaian Daeramlietlaksana maka sehubungan

ix



dengan hal tersebut, agar kebijakan ini dapatiditeioleh internal maupun eksternal,
maka dalam perumusannya tetap memperhatikan katenyang berlaku. Untuk
menghindari kesalahan pada mutasi untuk para pégamg memasuki masa pensiun
maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang harusujmkerpada Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 dan Peraturan Kdpadan Kepegawaian Negara
Nomor 12 Tahun 2011.



SUMMARY

Nirwana Farhiati, Administrative Law State Facutify Law, University of Brawijaya
Malang, January 2014, Distribution Of Filling Pawits In The Staffing Agency Malang,
Lutfi Effendi, SH.MHum, and Dr. Shinta HadiyantiraH.M.H.

In this paper, the authors raised the issue ofemphtation of Title Charge Distribution
in Regional Employment Board Agency Malang. Theich®mf theme background by
abuse of authority and positions held by the gawemt, especially the Regional
Employment Board of Malang. At the end of his temayor of Malang held a large-scale
mutation, so that 217 officials in rolling by thealybr of Malang. Regional Employment
Board has a role in filling the vacancy or mutation

Based on the above, this paper raised the forroulatf the problem: (1) How does the
implementation of filling the vacancy distributian poor areas of the city staffing
agency based on Government Regulation Number 542@G8 on Formation of Civil
Servants ? (2) What are the barriers of implememtadf filling positions in agency
distribution staffing poor areas of the city basedGovernment Regulation Number 54
year 2003n Formation of Civil Servants and what's the sohit

Then the writing of this paper using the methodsso€io-juridical approach to the
methodology is observes problem at society. Souwt@simary data, secondary authors
obtained will be analyzed using qualitative dedorg analysis techniques, namely
guantitative data collected in the study correlaip comparative, or experimental
processed with static formulas that have been gealieither manually or by using the
services of a computeDescribe and analyze the data obtained in the &alil then be
concluded in accordance with the problems studied.

From the results of research with the above metlkioel,authors obtained answers to
existing problems that the Regional Employment Boafr Malang has done filling the
vacancy in accordance with Government Regulatiomb&r 54 year 2003 and the
application using the Head of State Personnel BRalld Noumber 12 year 2011, but its
application is still less than optimal for fillingpen positions. So that the barriers faced
by the Regional Employment Board of Malang cityagyetetirement for employees who
have already retired, the charging policy positinngechnical guidelines and nationally
is relatively new policy that not many agenciest thély implement. The solution of
these openness filling the vacancy on the RegiBrnglloyment Board has not done so in
connection with this matter, so that the approprailicies and acceptable by the internal
and external bureaucracy in the formulation of ghevision of the applicableTo avoid
errors on mutation for employees who retire therakig Regional Employment Board

Xi



should refer to Government Regulation Number 54 683 and the Regulation of the
Xii

State Personnel Board Number 12 year 2011.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Republik Indonesia yandalsarkan pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Indonesiatadlegara dimana yang
mayoritasnya adalah pertanian. Namun semakin bdr&egmya waktu Indonesia
menjadi Negara Perkantoran, bahkan masyarakatmgaljanyak yang berstatus
sebagai Pegawai Negeri. Begitulah upaya pemeridi&ini memajukan dan
mensejahterakan masyarakatnya sehingga banyak Kam@a perubahan-
perubahan yang harus dialami oleh masyarakat. Upatyk mewujudkan sistem
pemerintah yang demokratis, bersih, dan berwibaslahtmenjadi keinginan
utama bagi rakyat dan pemerintah Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan Kaoldgi, dibidang
pemerintahan telah terjadi perubahan yang mendaSen tetapi semakin
berjalannya waktu dan berkembangnya pengetahuartetanlogi, banyak para
aparatur pemerintah yang menyalahgunakan kewenatganabatannya untuk
menentang atau melanggar suatu perwujudan pelaksg@merintah yang baik,
yang dapat diterima oleh rakyat dan pemerint&egawai Negeri Sipil sebagai
alat pemerintah memiliki keberadaan yang sentrédndanembawa komponen
kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan-penatupemerintah  untuk

terealisasinya tujuan nasional.

'Sri Hartini, Setiajeng, Tedi Suderajajukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, him. 1.



Pegawai Negeri Sipil baik Pegawai Negeri Sipil Pusaupun Pegawai
Negeri Sipil Daerah merupakan pilar terpenting ihajgelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan. Di dalam pasal 5 @&atJndang-Undang
Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untukataeRan undang-
undang sebagaimana mestinya”

Ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahvgmlaesesuatu yang
akan diatur harus mengacu pada Undang-Undang DasdPeraturan-peraturan
lainnya. Upaya pemerintah dalam menjalankan fumggidNegara dan dalam
penataan pegawai dan distribusi jabatan di setigfansi-instansi pemerintah,
yang terkait, guna menyelaraskan kebijakan penadrintkengan hak-hak dari
setiap pegawai negeri.

Di dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indand&omor 43

Tahun 1999 menegaskan bahwa:

“Kelancaran Penyelenggaraan tugas pemerintah dabgregunan
nasional sangat tergantung pada kesempurnaan apsegara
Khususnya Pegawai Negeri.”

Dalam Pelaksanaan desentralisasi kewenangan péahekigpada Daerah,
Pegawai Negeri Berkewajiban untuk tetap menjagsapean dan kesatuan
bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secarasspoé dan
bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas rpgain@an dan
pembangunan serta bersih dan bebas dari korupssi kian nepotisme.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesim® 9 Tahun 2003
tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan gesnban pegawai negeri

sipil menegaskan;

“Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang merapleyvenangan
mengangkat, memindahkan, memberhentikan, pegawaringpil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangarbgaliagu.



Pemberian Otonomi kepada daerah bertujuan untakumgkinkan daerah
yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah aaygg sendiri,
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyeleng@arpemerintah di daerah
dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Keddarnauntuk mencapai
tujuan pemberian otonomi daerah sangat ditentuledmpelaksanaan-pelaksanaan
berupa pegawai-pegawai yang ada di daérdfra otonomi daerah yang
bersamaan dengan kuatnya politik lokal yang meryara dampak pada
pengelolaan Pegawai Negeri Sipil atau ManajemerawagNegeri Sipil yang
tidak professional, sehingga Pemerintah Pusat dagmgtelah membiarkan
manajemen Pegawai Negeri Sipil semakin dalam kowdisg buruk dan tidak
adanya upaya nyata dalam perbaikan kondisi seperti

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, shatigorong
desentralisasi urusan kepegawaian kepada daeraentaisasi Kepegawaian
tersebut memberikan kewenangan kepada daerah umemigatur administrasi
kepegawaiannya melalui peraturan daerah dan kepukepala daerah.

Kewenangan tersebut diperoleh dari pasal 76 Undartang Nomor 22

Tahun 1999, yang menyatakan bahwa,;

Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pekgtarg
pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, wajangan dan
kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pahatdesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkananlepgraturan

daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

?1bid,.
* Ibid,.



Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahu@4 2t&ntang
Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undangr 22 tahun 1999
pengaturan mengenai administrasi kepegawaian ddeeatbah lagi dengan
adanya peluang pemerintah pusat untuk mengatur ngtrasi kepegawaian
daeral: Sehingga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 TaP0®3
menjelaskan bahwa:

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Peddegeri Sipil yang

diperlukan dalam suatu satuan organisasi negarauk umhampu

melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertent

Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masinghnga satuan

organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupatea/Kegtiap tahun

anggaranditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masitejah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggyagab di bidang

pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan pergarbalari Kepala
Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Pemerintah tersebut di tunjang dengeatuPan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentangigMalabatan yang
bertujuan untuk sebagai bahan acuan bagi pejalma lparkepentingan dalam

melaksanakan analisis jabatan.

Pemerintah Daerah Maupun Pemerintah pusat saagagrian aktif dalam
kewenangan dan tugas yang dijabatnya, khususngandadénempatan Distribusi
Pengisian Jabatan di Badan Kepegawaian yang kakilagsering berbenturan
satu sama lain. Hak dan Kewajiban dilaksanakan algdwatur Negara yang

didistribusikan kepada jabatan-jabatan Negara.

*1bid,.



Salah satu contoh Distribusi pengisian jabatarBailan Kepegawaian
Daerah adalah dengan terungkapnya kasus masukmgaaRahmat Hidayat yang
sudah meninggal akan tetapi masuk dalam SK pelantdejabat baru, karena
dipromosikan oleh pejabat yang berstatus sebagpalieBiro. Yang diamana
Rahmat Hidayat (alm) bisa diangkat sebagai KepalaExagian Evaluasi Produk
Hukum Kabupaten dan Kota bahkan calon yang diandkatebut sudah

meninggal dunid.

Kasus yang diatas tersebut sangat berkaitan ergfad pejabat yang ada
diranah Badan Kepegawaian yang dimana pejabatgteghu yang memegang
hak pada jabatan tersebut mempunyai kekuasaanrempunyai kewenangan.
Kasus yang berkaitan dengan distribusi pengisidratgen juga terjadi pada
lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klatergyaenyangkut jual beli
jabatan dan juga melibatkan Kepala Kantor KesatBamgsa dan Politik
(Kesbangpol). Para Korban telah menyerahkan uargraarRp.7juta Hingga
Rp.35juta sebagai uang muka untuk menaikkan jabg#arTujuh Korban yang
akan dimintai keterangan polisi tersebut sebelumjugma telah memeberikan
kepada BKD. Mereka mengakui dimintai sejumlah ualeh Sofan dan Agus
Ketoprak yang mengaku-ngaku orang dekat Bupatieildiamun begitu, Sofan

akhirnya melaporkan Agus Ketoprak ke Polres Kl&ten.

Pada Pemerintah Kota Malang sendiri mempunyai ka@ng sangat

menggetirkan, menjelang akhir masa jabatan, WataKdalang, Peni Suparto

®Okezone.com  Terungkapnya Nama Rahmat Hidayat (online),
http://www.Jakarta.Okezone.com, (21Februari 2013).

®Moh, Khodiq Makelar Jabatan (onling), http://www.solopos.com/2013/06/18, (22
September 2013).




menggelar mutasi pejabat lagi. Setelah sebulannt@lakukan mutasi, Pada hari
Jumat walikota dua periode itu meroling 217 pejabahasuk pejabat eselon Il di
lingkungan Pemkot Malan@asalah Distribusi Jabatan sangat marak terjada pad
Instansi-instani pemerintah. Pada PP No .42 Tabid Zentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalalarkssatuan dan persatuan,
kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasiplinj kreativitas,
kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi PegawaeiN&gpil dalam pedoman
sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negpili &alam Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Kode etik dan jiwa korps sangat berpengaruh patlapsPegawai Negeri
Sipil yang membangun dan melancarkan sarana atsanana yang ada pada
lingkungan kepegawaian sehari-hari dan menjunjunggt rasa solidaritas,

mengamanhkan sikap jujur pada masyarakat maupwgsaan

Berkaitan dengan uraian di atas maka penulis rilertenelakukan
penelitian tentang “Pelaksanaan Distribusi Pengisidabatan Di Badan
Kepegawaian Daerah Kota Malang Berdasarkan PeraReeerintah Nomor 54
Tahun 2003 Tentang formasi Pegawai Negeri Sipifeka selama ini kurangnya
sorotan dari Pemerintah bahkan dari penegak Hukamg ylimana para instansi
kepegawaian dianggap sudah baik dalam menjalankemah, melainkan yang
kita temui banyaknya peraturan-peraturan yang taik&tahui atau pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi. Sehingga Hukum harus ndeki lebih lanjut demi

kelancaran hak dan kewajiban.

7 Ridwan Mohammad,Lagi-Lagi Walikota Malang Menggelar Mutasi (online),
http://www.lensaindonesia.com./2013/05/04/html esember 2013)




B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka dapat dskam permasalahan
sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan distribusi pengisian jabdit&Badan
Kepegawaian Daerah Kota Malang berdasarkan Pematura
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Formasivikega
Negeri Sipil ?

2. Apa hambatan dari pelaksanaan distribusi pengjsiaatan di
Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentangd3

Pegawai Negeri Sipil serta bagaimana solusinya?

C. Tujuan Pendlitian

1. Memahami dan menganalisis benar tidaknya prosedur
pelaksanaan distribusi pengisian jabatan di Badan
Kepegawaian Daerah Kota Malang berdasarkan Pematura
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.

2. Memahami dan menganalisis hambatan dari pelaksanaan
distribusi pengisian jabatan di Badan Kepegawaiaeré&h
Kota Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nobsdor

Tahun 2003 dan Solusinya.

D. Manfat Penditian

1. Manfaat Teoritik



Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkdalam
pengembangan konsep maupun teori hukum pada studi
pelaksanaan distribusi pengisian jabatan di Badan
Kepegawaian Daerah Kota Malang. Penelitian ini tdapga
menambah wawasan memberikan informasi dan dapat
dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan
hukum, dapat juga nantinya penelitian ini bermaniastuk
memberikan saran berupa rumusan. Penelitian inatdgga

dijadikan bahan diskusi dan pemecahan masalah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa untuk menambah wawasan bagi penulis
dalam kaitannya dengan pelaksanaan distribusi g@ngi
jabatan di badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.

b. Bagi Pemerintah agar menjadikan pemerintahan yailg b
yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Dapat jugagse
bahan acuan untuk mengembangkan kinerja, sarana dan
prasarana struktur pemerintah. Dapat juga peneliiné
dijadikan sebagai acuan dan dasar pelayanan bagi
masyarakat untuk menjadikan suatu pemerintahan yang
baik.

c. Bagi Masyarakat, diharapkan agar dapat dipahami dan
menambah wawasan dalam ranah pemerintah dan dapat
dipahami dan menambah wawasan dalam ranah penherinta

dan dapat berperan aktif dalam pengembangan kinerja



sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemeriDtah
juga penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahauaa

dalam mewujudkan pemerintah yang baik.

E. Sistematika Penulisan
Dalam Penulisan skripsi ini, penulis menggunakiatesatika penulisan
yang sistematis untuk membahas permasalahan yiahgdietapkan. Adapun

penulisan skripsi ini di bagi menjadi 5 bagiantyai

BAB | : PENDAHUL UAN
Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang
munculnya permasalahan tentang Pengisian Jabatan
di Badan Kepegawaian Daerah, yang mempunyai
kewenangan dalam merekrut atau menempatkan
jabatan bagi setiap anggota Pegawai Negeri Sipil
atau Calon Pegawai Negeri Sipil, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan di akhir

dengan sistematika penulisan.

BAB I1 : KAJIAN PUSTAKA
Bab ini berisikan tentang manajemen pegawai
negeri sipil, lembaga pengelola pegawai neger, sipi

pegawai negeri sipil.

BAB Il : METODE PENELITIAN



BAB IV

BAB V

DAFTAR PUSTAKA
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Bab ini berisi tentang bagaimana peneliti
menguraikan cara pelaksanaan penelitian, yang
terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan,
lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik
memperoleh data, populasi dan sampel, teknik

analisis data, dan definisi operasional variabel.

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum
geografis kota Malang, gambaran umum lokasi
penelitian serta jawaban-jawaban dari rumusan
masalah yang dianalisa dengan menggunakan
analisa penulisan berdasrkan kajian pustaka dan

bahan primer serta sekunder penelitian.

: PENUTUP

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan sarana
dari hasi dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya
yang berhubungan dengan permasalahan yang
dihadapi dan diikuti dengan beberapa saran yang

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan.



BAB I

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Pegawai Negeri Sipil
1. Distribusi Jabatan

Distribusi diartikan menjadi penyaluran atau pengaian suatu
jabatan-jabatan Negara kepada aparatur Negarangangandung hak
dan kewajiban. Jabatan Secara Umum adalah kedudykag
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, d&nskarang
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organiddsgard’
Sedangkan jabatan dapat diartikan menjadi sekumpptkerjaan
yang berisi tugas-tugas yang sama atau saling benigan satu
dengan yang lain, yang pelaksanaannya meminta &paak
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sama
walaupuntersebar di berbagai tempat.

Jabatan atau kewenangan dapat diperoleh dengaraduayaitu
dengan atribusi dan dengan delegasi, atribusi ladaéwenang yang
melekat pada suatu jabatan, yang diatur dalam gdasaigka 6 UU
nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahaarisdeg
menyebutnya : wewenang yang ada pada badan athap&ta usaha
negara yang dilawankandengan wewenang Yyang dilikgpah
sedangkan delegasi adalah pemindahan/pengalih&un lstil@enangan

yang ada. Oleh sebab itu jika digabungkan atridasidelegasi adalah

®antor Regional Il Badan Kepegawaian Negara Suiatégnaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil

11
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alat-alat membantu untuk memeriksa apakah suatanbbdrwenang
atau tidak. Sedangkan dalam hal mandat tidak adaa ssekal
pengakuan kewenangan atau pengalih tanganan kegamaAkan
tetapi mandat disini menyangkut janji-janji kerjateren antara
penguasa dan pegawai.
Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh
kewenangan untuk atas nama si penguasa. Adapumadghbatan
yang diberikan kepada Pegawai Negeri sebagai leriku
a. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menumukigas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawarirspil
dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungshlieea
dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan orgailfs

b. Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fangk yang
hanya dapat diduduki pegawai negeri sipil setelalmenuhi syarat
yang ditentukari’Karir juga dapat diartikan sebagai sebuah sikap
dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman attéimitas
kerja selama sepanjang waktu kehidupan seseoramgselzuah
aktivitas kerja yang terus berkelanjutan.

C. Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang ekbkejarg
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undamgrmasuk
didalamnya jabatan dalam kesejahteraan lembagaggrtatau

tinggi negara dan kepaniteraan pengadifan.

9Philipus M. Hadjon, dan kawan-kawaop.cit, him 130
' Sri Hartini, Setiajeng, Tedi Suderajap.cit him 99

1 Kantor Regional llpp.cit

21pid
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d. Jabatan organik adalah jabatan negeri yang metnjgas pokok
pada suatu satuan organisasi pemerihtalabatan organik juga
dapat diartikan menjadi yang telah ditetapkan dgtenaturan gaji
yang berlaku dan termasuk formasi yang telah ditemt oleh
suatu organisasi yang bersangkutan.

e. Jabatan struktural erat kaitannya dengan jenjangrigkatan
yang di tetapkan untuk jabatan itu, sehingga pepayeamg
pangkatnya lebih tinggi gun amenjamin kualitas dagektivitas
dalam pengangkatan dalam jabatan strukfral.

f. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Pengadaan pegawai negeri sipil atau penempatarwpegaatu
proses yang tidak terpisahkan. Setelah proses gaaggegawali,
pegawai yang baru diangkat harus ditetapkan pa@au sunit
organisasi tertentu yang membutuhkan tenaa bamgademengacu
pada formasi yang ada.

Pengadaan pegawai negeri sipil hanya diperkenad&m batas
formasi yang telah ditetapkan, dengan memprioritask
1. Pegawai pelimpahan/penarikan dari Departemen/Leanbag
Pemerintahan Non Departemen/Pemerintah Daerah yang

kelebihan pegawai;

Ibid

* Sri Hartini, Setiajeng, Tedi Suderajap.cit. him 99

* Ibid,.

'* Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Gadjdda, Pedoman M anajemen
Pegawai Negeri Sipil, (online), http//sdm.ugm.ac.id/new/content/formassp (13
November 2013).
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2. Siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari
pendidikannya;
3. Tenaga kesehatan yang telah selesai melaksanaksam ma
bakti sebagai pegawai tidak tetap;
4. Tenaga lain yang sangat diperlukan.
g. Formasi Pegawai Negeri Sipil
Formasi pegawai negeri sipil adalah penentuan jlumén susunan
pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan untolampu
melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh aejalang
berwenang. Formasi ditetapkan untuk jangka waktuterigu

berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yangstditaksanakan’

h. Larangan Menjadi Anggota Partai

Pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsua@panegara,
bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakaageofesional,
jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugagara,
pemerintahan dan pembangurian.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan tegdarang
pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politkn dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 ditetap&eamngan
pegawai negeri sipil menjadi anggota pengurus ppdigik. Menurut
ketentuan Peraturan Pemerintah ini, pegawai negeriyang menjadi
anggota dan/atau pengurus partai politik diberkanti sebagai

pegawai negeri sipil. Pemberhentian tersebut ddietukan dengan

Y Ibid,.
*® 1bid,.
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hormat atau tidak dengan hormat untuk mengundudiansebagai
pegawai negeri sipil.
2. Pangkat

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tinggs¢osang
pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya datagkaian susunan
kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggBeamgangkatan
pangkat dalam pangkat pegawai negeri sipil menataplahwa setiap
pegawai negeri sipil diangkat dalam pangkat teutel¢rdasarkan
peraturan perundang-undangan yang bertaku.

1. Kenaikan pangkat regular adalah kenaikan pangkatg ya
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memesyarat-
syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatamg
dipangkuny&?®

2. Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkangya
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memanakatan
structural atau jabatan fungsional tertentu yatehtenemenuhi
syarat-syarat yang ditentukan, dan kenaikan pangkatan
dimaksud diberikan dalam batas-batas jenjang pangkag
ditentukan untuk jabatan yang bersangkdtan.

3. Sistem kenaikan pangkat istimewa adalah kenaikargkaza
setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada pegamegeri

sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luas®ibaiknya

“Philipus M. Hadjon, dan kawan-kawaop.cit, him 220
2 bid,.
! Ibid,.



16

atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi
Negara

4. Kenaikan pangkat pengabdian adalah kenaiakan pangka
setingkat lebih tinggi yang dapat diberikan kepamayawai
negeri sipil yang telah mencapai batas usia pengimg akan
berhenti denganhormat dengan hak pensiun, apablkh t
sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam pangkag ya
dimilikinya dan penilaian pekerjaan rata-rata Harnibaik,
dengan ketentuan tidak ada unsure penilaian pelaksa
pekerjaan yang bernilai kuraAg.

5. Kenaikan pangkat anumerta adalah kenaikan pangkiagkat
lebih tinggi yang diberikan kepada pegawai neggil yang
tewas atau meninggal dunia dalam dank arena mekgia
tugas kewajibannyd’.

6. Kenaikan pangkat dalam tugas belajar adalah kemgkagkat
yang dapat diberikan kepada pegawai negeri sipihgya
ditugaskan mengikuti pendidikan atau latihan jabatalama
dalam pendidikan atau latihan jabatar’itu.

7. Kenaikan pangkat selama menjadi pejabat negaraatadal
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tanpa #grilpada
jenjang pangkat yang dapat diberikan kepada pegaegeri

sipil yang diangkat menjadi pejabat negara danbdiblean dari

22 | hid,.
23| hid,.
24 | bid,.
xitia,!
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jabatan organiknya apabila telah 4 (empat) tahlsmd@angkat
yang dimilikinya dan setiap unsure penilaian pedakesn
pekerjaannya sekurang-kurangnya bernilai baik dtdah 5
(lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya danaggshnaan
pekerjaannya rata-rata bernilai baik dengan ketentidak ada
unsure penilaian pelaksanaan pekerjaan yang hidtaieng®®

8. Kenaiakn pangkat selama dalam penugasannya adataiik&n
pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi kepadggwai negeri
sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secaraulp pada
proyek pemerintah, perusahaan milik negara, organmofesi,
badan swasta yang ditentukan, negara sahabat a@dan b
internasionaf.’

9. Kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militdalah
kenaikan pangkat berupa pengangkatan kembali pegegari
sipil yang diberhentikan dengan hormat dari dinagbamiliter
pada instansi semula dalam pangkat yang sekuramgpaya
sama dengan pangkat yang dimilikinya terakhir sebel
menjalankan dinas wajib militer dengan cara memperhkan
penuh masa kerja dan dengan memperhatikan pangkat vy
dimilikinya selama menjalankan dinas wajib militér.

10.Kenaiakan pangkat sebagai penyesuaian ijazah aklatatikan

pangkat yang dapat diberikan kepada pegawai negpili

26 | hid,.
27 bid,.
2 hid,.
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berdasarkan penyesuaian surat tanda tamat beajapah atau
akta yang diperoleh pegawai negeri sipil yang bejisatan?®
11.Kenaiakan pangkat lainnya adalah kenaikan pangleatgy
diberikan kepada pegawai negeri sipil tertentu gengkat
golongan ruang semula ke pangkat golongan ruangy yan
setingkat lebih tinggi apabila pegawai negeri sigé&ng
bersangkutan telah mencapai syarat masa tertenkamda
pangkat yang dimilikinya beserta syarat nilai teftie yang
dicapai pada tiap unsure penilaian dari pelaksanaan
pekerjaannyd’
Masa kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ditetaganggal 1
April dan 1 Oktober setiap tahun kecuali kenaikangkat anumerta dan
kenaikan pangkat pengabdian. Masa kerja untuk kangiangkat pertama
pegawai negeri sipil dihitungkan sejak pengangkasabagai calon
pegawai negeri sipil. Kenaikan pangkat dilaksandi@rdasarkan sistem
kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan panmglfaan. Kenaikan
pangkat reguler kenaikan pangkat reguler diberkepada pegawai negeri
sipil yang tidak menduduki jabatan struktural ajabatan fungsional
tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaunglat atasan
langsungnya. Kenaikan pangkat reguler ini diberikakurang-kurangnya
telah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan pangkabdgginya ditentukan

oleh pendidikan tertinggi yang dimilikiny=.

29| bid,.
30| bid,.
% bid,.
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B. Pegawai Negeri

Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenwnatsyyarat
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangery berlaku,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diseugfaistdalam sesuatu
jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainngag yditetapkan
berdsarkan sesuatu peraturan perundang-undangardigajp menurut
peraturan perundang-undangan yang berfak@egawai negeri sipil
merupakan tulang punggung pemerintahan dalam nalakan
pembangunan nasional. Pegawai negeri sipil sanggiebgaruh pada
perbaikan ataupun sebagai penunjang bagi setiggnsisnstansi disetiap
Kota, Daerah, maupun Kabupaten.

Peranan dari Pegawai Negeri Seperti di istilahkatard dunia
kemiliteran yang berbunynot the gun,the man behind the gun, yaitu
bukan senjata yang modern menjadi tidak mempuntiaa@a-apa apabila
manusia yang dipercaya menggunakan senjata itk telaksanakan
kewajibannya dengan ber&r.

Pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsaragp
negara yang bertugas untuk memberikan pelayanad&apasyarakat
secara professional, jujur, adil, dan merata dataemyelenggrakan
tugas-tugas Negara, pemerintah, dan pembangunaim, kalrena itu
terdapat hubungan antara pegawai negeri dengan réNdggrupa

kaidah-kaidah dalam hukum kepegawaian.

* Philipus M. Hadjon, dan kawan-kawan, hi2i4.
* Sri Hartini, Setiajeng, Tedi Suderajap.cit. him. 31
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Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasaja?
(1) Pegawai Negeri dibagi menjati:
1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Anggota Tentara Nasional,
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4Bui
1999 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengargpeian
masing-masing bagian, namun disini dapat diamkatuskesimpulan
bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Siplaladdegawai
Negeri bukan anggota Tentara Nasional Indonesia daggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai Negsiplil
merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang merupaematur
Negara®

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasaja?

(2) Pegawai Negeri Sipil dibagi menjai:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Yang dimaksud pegawai Negeri Sipil Pusat adalabaWwai
Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada anggaendapatan dan
Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, LemBageerintah
nondepartemen, kesekretariatan lembaga Negarangistertical di
Daerah Provinsi Kabupaten atau Kota, Kepaniteraamgadilan, atau

dipekerjakan untuk menyelnggarakan tugas Negamnayai

*bid,. him. 36

* Ibid,.
*Ibid,.
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2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Yang dimaksud pegawai Negeri Sipil daerah adalegawai
negeri sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yangnga dibebankan
pada pemerintah Daerah, atau dipekerjakan diluastansi
induknya.Pegawai Negeri Sipil Pusat dan PegawaeN&ipil daerah
yang dipekerjakan di luar instansi induk, gajinyid@ethankan pada
Instansi yang menerima pekerja.

Disamping pegawai Negeri sebagimana yang disebupkala
pasal 2 ayat (1), pejabat yang berwenang dapat angkgt pegawai
tidak tetap.Yang dimaksud dengan pegawai tidalp tetialah pegawai
yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna kselaakan tugas
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat tekofsgsional dan
administrasi  sesuai dengan  kebutuhan dan kemampuan
organisasi.Pegawai tidak tetap tidak berkedudulbaga Peagawai
Negeri®’Pegawai tidak tetap mempunyai arti sebagai pegdimvaiar
Pegawai Negeri Sipiil dan pegawai lainnya (Tenagajdy. Pegawai
tidak tetap merupakan salah satu bentuk antisggserintah terhadap
banyaknya kebutuhan pegawai namun dibatasi oleh a dan
APBD/APBN dalampenggajiannyA.

Pada dasarnya, kebijakan pengangkatan pegawd& tetap
diserahkan pada kebutuhan dari masing-masing sistaamun sejak
dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 48 taP@@5 tentang

pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PegaegerN Sipil,

*1bid,.
*Sri Hartini, Setiajeng, Tedi Suderajap.cit. him 37
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tanggal 11 November 2005, semua pejabat Pembinag&gmian dan
Pejabat lain dilingkungan instansi dilarang mengangtenaga
Honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengaraturan

Pemerintah.

C. Lembaga Pengelola Pegawai Negeri Sipil
1. Badan Kepegawaian Daerah

Badan ini mengurusi administrasi kepegawaian pemnadra daerah,
baik di pemerintah daerah kabupaten/kota maupun epetah
provinsi. Hampir sebagian besar Badan Kepegawagardh ini hanya
berada ditingkatan Kabupaten/kota, sedangkan ##inganyak yang
masih menggunakan biro, yakni biro Kepegawdian.

Badan Kepegawaian Daerah atau disingkat BKD meampalalah
satu unit kerja, organisasi, instansi yang dibentukeh
pemerintah/pemerintah daerah dan sekaligus dip&rcaytuk
menyelenggarakan berbagai urusan dibidang kepegawdaerah
termasuk dalam hal pengadaan atau pengangkatangrelgnum dan
tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sifdadan
kepegawaian daerah pada dasarnya mempunyai kevamnamguk
mengatur dan mengurus semua manajemen pegawai siede

Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan
administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnydiriteaitas tiga

macam, yaitu

*Ibid., him 27
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1. Penyiapan peraturan daerah dibidang kebijaksanaknist
kepegawaian;

2. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikeykagba
pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahtedza
pemberhentian pegawai negeri sipil daerah, baik gyan
menduduki jabatan structural/fungsional atau tidak;

3. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daeram da
menyampaikan setiap informasi kepegawaian daeraadke
Badan Kepegawaian Negara.

2. Pegawai Negeri

Pegawai Negeri mempunyai otoritas dan wewenanga Seakum.

Pihak Pemerintah mempunyai tugas-tugas terhadagamnsést dengan
melaksanakan suatu kebijakan lingkungan dalam kentewenang,
yaitu kekuasaan yuridis akan orang-orang pribaadabn-badan hukum
dan memberikannya kepada Pegawai Negeri bawaharhdkaldan
kewajiban-kewajibannya yang dapat dan mereka pegawegurut
Hukum:

Pendapat Utrecht yang dikutip oleh Muchsan dalarkubya
Hukum Kepegawaian menyatakan bahwa Negara merupa&dan
hukum yang terdiri atas persekutuan or@sgmenschaap van Marten
yang ada karena perkembangan faktor-faktor sosmlpmlitik dalam

sejarat

“1bid,.
“1bid,.
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahuidke&gebagai
Organisasi Kekuasaan dan merupakan suatu badan henstptus
hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Nedgaa mencapai
suatu tujuan tersebut apabila menggunakan statdanb&aukum
tersebut beserta hak dan kewajiban. Hak dan keavajililaksanakan
oleh aparatur Negara yang didistribusikan kepadmatgan-jabatan
Negara disebut subjek hukum adalah Pegawai Negeri.

Ciri khas yang melekat pada lembaga pegawai negkiah
hubungan dinas publik. Menurut Logemann, bila maeaeorang
mengikat dirinya untuk tunduk pada pemerintah damerintah untuk
melakukan suatu atau beberapa macam jabatan iargdihdengan

pemberian gaji dan beberapa keuntungan’fain.

“21pid,.



BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendlitian
Penelitian tentang pelaksanaan distribusi pengisiabatan di Badan
Kepegawaian Daerah Kota Malang Berdasarkan PemaRgmerintah Nomor 54
Tahun 2003, merupakan penelitian hukum empirisuypénelitian hukum yang
objek kajiannya meliputi pelaksanaan ketentuan hulksehingga data yang

diperoleh dari secara langsung dari masyarakatlderahan pustakd.

B. Metode Pendekatan

Sedangkan pendekatan yang digunakan metode ka#ade Yuridis
Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis ini degkam untuk mengkaji masalah
yang terjadi di masyarakat atau penerapannya d&lanyataan kemudian
mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undaggag berlaku, dapat
dijadikan arahan untuk menganalisis gejala hukumgy@mbul dan kemudian
hasil pembahsan yuridis tersebut akan diarahkaadeepspek sosiologfs.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji masalahgyterjadi di
masyarakat dan atau penerapannya dalam kenyataodianmengkaitkannya
dengan peraturan perundang-undangan yang berlakidi&’ Sosiologis dipilih

karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji rahstari segi hukum yaitu

& Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1986, him 51
£ Bambang WaluyoPenelitian hukum dalam praktek, sinar grafika, Jakarta, 1991,
him 20

25
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peraturan-peraturan yang berhubungan dengan peksdistribusi Pengisian

Jabatan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.

C. Lokas Pendlitian
Lokasi penelitian ini adalah Badan Kepegawaianr&laeKota Malang
dengan alasan karena Badan Kepegawaian Daerah Mal@ng merupakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai hakel&enangan di bidang
kepegawaian sehingga mempunyai peran serta dalaempatan dan pengisian
Jabatan yang kosong serta mendukung pelaksanadapguman Daerah.
Peneliti ingin meneliti pelaksanaan pengisian abdegawai Negeri Sipil
di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Dengaaplarpenelitian ini lebih

terfokus terhadap permasalahan yang sesuai deegafligan hukum ini.

D. Jenis Data dan Sumber Data
1. JenisData

Data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer
Data Primer dalam penelitian ini meliputi:
1) Pengalaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang,
2) Pengalaman Kepala Dinas, Bidang, akademisi
3) Pengalaman Staf

b. Data Sekunder
Data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yategndkan

dilapangan.



27

2. Sumber Data
Adapaun sumber data dalam penelitian ini terdiri. da
a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari ihas
wawancara dengan Kepala Bagian Badan Kepegawaian
Daerah, Pegawai Negeri Sipil, staf-staf di Badan
Kepegawaian Daerah Kota Malang.
b. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen diaBad

Kepegawaian Daerah Kota Malang.

E. Teknik Memperoleh Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

1. Data Primer
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data prickeam
penelitian ini adalah melalui wawancara bebas. \WMaai® merupakan
salah satu teknik pengupulan data dengan cara ukelakanya jabwab
secara lisan dan langsung antara dua orang atiaifleb

2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakadtardi kepustakaan
dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, psaeda internet, dan
studi dokumentasi berkas-berkas penting dari iss@@ngan mengutip

data dari sumber yang ada.

4 Kartini Kartono,Pengantar Metodologi Risert Sosial, Mandar Maju, Bandung, 1996,
him 22



28

F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populas
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. #egpafeseorang
ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilggtelitian, maka
penelitiannya merupakan penelitian popuf88bpulasi dari penelitian
ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam randkelaksanaan
Pendistribusian Jabatan di Badan Kepegawaian Da&th Malang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahur, 2¢éitu
Kepala Dinas, Tata Usaha, Para Staf.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yargitdffSampel
dalam penelitian ini diambil dengan capaobality sampling. Setiap orang
dalam populasi mendapat kesempatan yang sama terpikh sebagai
unsur dalam sampef®Pihak yang terkait dalam penempatan jabatan
adalah Staf yang berkewajiban dalam menyusun aéadata administrasi
para calon yaitu di Bagian Tata Uasaha. Untuk meikdoe informasi
berkaitan dengan Pelaksanaan Pendistribusian dabdia Badan
Kepegawaian Daerah Kota Malang berdasrkan Perat@@merintah

Nomor 54 Tahun 2003.

6 Suharsimi ArikuntoProsedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta, 2002, him 108

47 1bid,.

** Soerjono Soekantopc.it, him 173
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G. Teknik AnalisisData

Data yang telah diperoleh diolah kemudian diaiglimenggunakan
metode deskriptif kualitatif, data kuantitatif yandikumpulkan dalam
penelitian korelasional, komperatif, atau ekspenngglah dengan rumus-
rumus statik yang sudah disediakan, baik secarauahamaupun dengan
menggunakan jasa komputérMendiskripsikan dan menganalisis data-data
yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesil@mpusesuai dengan
permasalahan yang dikaji.

Analisis difokuskan pada pelaksanaan distribusigggan jabatan di
Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang berdasarkeaiuPean Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2003, selanjutnya juga dideskripsikeengenai hambatan-
hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan distrgmrggisian jabatan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Malang N&#hofahun 2003 dan
ditunjang dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawsdemara Nomor 12
Tahun 2011.

Analisis kualitatif merupakan bagian lanjutan kdte disusun suatu
gambaran data, baik mengenai distribusi pengiseratan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. Sertales&npsikan faktor-
faktor pendukung serta hambatan-hambatan yang ajhathlam penerapan
peraturan tersebut. Dengan analisis kualitatifakajdilakukan secara lebih
mendalam terhadap obyek penelitian. Oleh karenaléngan model analisis
deskriptif kualitatif, analisis hasil penelitian iirtidak hanya sekedar

menyajikan gambaran obyek penelitian, melainkarsidisin mengakaji pola

9 Suharsimi Arikuntopp.cit, him 213
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kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secaraguaie dalam pelaksanaan

penelitian ini.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam Penelitian ini adalatakganaan distribusi

pengisian jabatan di Badan Kepegawaian Daerah Matang Berdsarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 dan ditgnjdengan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomodati@n 2011.

1.

Pelaksanaan adalah sesuatu kegiatan yang diteragkan
lapangan yang telah ditentukan.

Distribusi jabatan adalah pemindahan suatu jabatpada
pegawai negeri yang telah ditentukan prosedurnya.

Badan Kepegawaian Daerah adalah lembaga yang mesngur
administrasi dan masalah kepegawaian lainnya.

Formasi adalah penataan atau penyusunan suatarnabat
Pegawai negeri sipil adalah seseorang yang dianghat
pejabat yang telah memenuhi syarat yang ditentukang
akan mengerjakan tugas-tugas negara.

Pangkat adalah kedudukan yang dimiki oleh seseqeggwai
negeri yang telah memenuhi syarat.

Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang dkmibleh
seseorang pegawai negeri yang dijadikan dasar dalam

penggajian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokas Penelitian
1. Kondisi Geografis Daerah
Kota Malang adalah sebuah Kota di Provinsi Jawauf,irindonesia.
Jumlah Penduduk Kota Malang adalah 836.000 PadanT2B13, dengan
tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun. Terletak Pad@inggian antara
429-667 meter di atas permukaan laut. 122,062,07 Bujur Timur dan
7,06-8,02 Lintang Selatan, dengan dikelilingi Gunung-gunung
diantaranya”
a. Gunung Arjuna di sebalah Utara;
b. Gunung Semeru di sebelah Timur;
c. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat;
d. Gunung Kelud di sebelah Selatan.
Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara ain:
e. Bagian Selatan merupakan daratan tinggi yang culap, cocok
untuk industri;
f. Bagian Utara merupakan dataran tinggi yang subaeplc untuk
pertanian;
g. Bagian Timur merupakan dataran tinggi dengan keadamang

subur;

* Budi Setyo Arif,Demografis, Geogr afis, I klim, Keadaan Geologi, (online),
http://malangindonesia.blogspot.com/2011/10/denfigiidim-keadaan.html,
(20 November 2013)

*L lbid,.
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h. Bagian Barat merupakan dataran tinggi amat luas menjadi
daerah pendidikan.

Sebagian besar penduduk Kota Malang adalah sukuwa, Jaarta
sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Addn Tionghoa, dan
berbagai pendatang yang dari berbagai pulau unarican pekerjaan dan
mengemban ilmu pengetahuan pada salah satu Utagehdegeri di Kota
Malang dan salah satunya adalah Universitas Brgaijagama Mayoritas
adalah Agama Islam, diikuti dengan Protestan, Katblindu, Budha, dan
Kong Hu Chu. Bangunan tempat ibadah banyak yangh téerdiri
semenjak zaman kolonial antara lain Masjid JamijidMagung), Gereja
Hati Kudus Yesus, Gereja Khatedral ljen (Santa M@unda Karmel),
Klenteng di Kota Lama serta Candi Badut di Kecam&akun dan Pura
di puncak Buring?

Bahasa Daerah yang digunakan adalah bahasa Jawanddralek
Jawa Timuran adalah bahasa sehari-hari masyarakdanl Malang
dikenal memiliki dialek khas yang disebB8bso Walikan, yaitu cara
pengucapan kata secara terbalik, contohnya, Mataegjadi ngalam,
bakso menjadi oskab, burung menjadi ngurub, saggdsarema menang
menjadi ayas bangga arema nganem. Gaya bahasa dygagakan
masyarakat Malang terkenal keras dan blak-blakang ymenunjukkan

sikap masyarakatnya yang tegas, langsung, tanplaaadabasi.

2 |bid,.
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2. Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang yang beradia jfjaTugu 1
Malang di Kepalai Oleh Drs. Supriyadi, M.pd selakiepala Badan
Kepegawaian Daerah Kota Malang. Badan Kepegawaiaerdd Kota
Malang mulai terbentuk sejak berlakunya Undang-UWgd&Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan PeraRaaerintah Nomor
25 Tahun 2000, seiring dengan berjalannya waktatpean-peraturan
tersebut mengalami perubahan-perubahan sampai Teakir ini. Untuk
Pelaksanaan Pengisian Jabatan sendiri, Badan KepiegaDaerah Kota
malang masih mengacu pada Peraturan Pemerintah M&hbahun 2003
dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Ntrbahun 2011.

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai rekapan anggpgawai
secara keseluruhan berjumlah 9.169 yang diantaraayata berjumlah
4492 orang dan laki-laki berjumlah 4677 orang.
a. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang

Visi badan kepegawaian daerah kota malang adalahjatikan
aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesidalam Mendukung
Peningkatan Pelayanan PubliKisi ini ditetapkan guna mendukung
tercapainya Visi Pemerintah Kota Malang yaitu tganslaya Kota Malang
Sebagai Kota Pendidikan Yang Berkualitas, Kota Sdban Kota
pariwisata Yang Berbudaya menuju Masyarakat Yang Ndan Mandiri.

Adapun maksud dari visi Badan Kepegawaian Daeralahdparatur
Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekeérjdingkungan

Pemerintah Kota Malang. Berkualitas yang berartmihki kemampuan
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dan kemahiran dalam melaksanakan tugas berdasémkamengetahuan
dan pengalaman serta berpegang teguh pada kodpretédsi, memiliki
self control dan berorientasi pada mutu/kualitaseka dengan cara kerja
yang efisien, efektif dan ekonomis, memiliki kepakayang tinggi(high
responsibility) terhadap kepentingan masyaraKptblic interest) dan
masalah-masalah masyarak@ublic affairs) serta bertanggung jawab
(accountability).

Profesional yang berarti melakukan pekerjaan yamabbenar sesuai
dengan keahlian atau ketrampilan dan komitmen kegag dimiliki.
Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan daaar pglayanan
lainnya yang merupakan kepentingan masyarakat kanya

Misi Badan Kepegawaian Kota Malang adalah:

1. Mewujudkan administrasi Kepegawaian yang akuntatieh

transparan

2. Mewujudkan kualitas SDM aparatur dengan mengederank

IMTAQ yang menguasai IPTEK

Pelaksanaan misi yang merupakan sasaran pengemb&agmwal

Negeri Sipil Daerah diharapkan akan bermuara padaamgunnya

aparatur Pemerintah yang berkualitas dan profesicinabidang

tugasnya dalam rangka mewujudkan penyelenggargaemnierintahan
yang baik Good Governance) dan bersih dari praktek korupsi, kolusi
dan nepotisméClean Gover ment).

b. Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Badan Kepegawgaarah
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Badan Kepegawaian Daerah atau disingkat (BKD) nad@p salah
satu unit kerja, organisasi, instansi yang dibentl&h pemerintah/
Pemerintah daerah dan sekaligus dipercaya untukyetesrggarakan
berbagai urusan di bidang kepegawaian daerah tekmdslam hal
pengadaan atau pengangkatan pelamar umum dan teoageer menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dan Pegawai Ne§ail (PNS).
Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh kepala bagaag mempunyai
Jabatan struktural Eselon lli/b. Badan Kepegaw®&aarah melaksanakan
tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakemamumpemerintahan
daerah dibidang kepegawaian.

. Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan tugas pakokigunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian.
. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimak8adian
Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian;

b) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan programandybi

kepegawaian;

c) Pelaksanaan administrasi mutasi pegawai;

d) Pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;

e) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;

f) Pelaksanaan penyiapan penetapan gaji dan tunj@egmwali;

g) Penyusunan formasi pegawai dan pengadaan pegawai;

h) Penyusunan sistem informasi kepegawaian;

1) Penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan pegawai;
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j) Penyusunan bahan pemberhentian dan pensiun pegawai;

k) Pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam rangka pembimental
pegawai;

[) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangueianezp
berwujud yang akan
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pdokungsi;

m) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yamgakan
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

n) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik alagang
berada dalam penguasaannya,;

0) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

p) Penyusunan dan pelaksanan Standar Pelayanan P8BE) dan
Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

g) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarékit) (
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelarsggamna
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualleagnan;

r) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawa

s) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasy&aterkait
layanan public secara berkala melalui website PiataérDaerah;

t) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunssgram,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepagawai

rumahtangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan d

kearsipan;

u) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional,
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dengan tugas pokoknya.

v) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugask pdéo
fungsi; dan

w) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wadiksesuai

p1-e-qn-A1031s0daJ VAVIIMYYS (@&,

SVLISYIAINDN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPALA BADAN

KELOMPOK

SEKRETARIAT
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SUBBAGIAN
PENYUSUNAN SUBBAGIAN
PROGRAM KEUANGAN

SUBBAGIAN
UMUM

BIDANG BIDANG BIDANG
BIDANG FORMASI DAN KESEJAHTERAAN DAN PENDIDIKAN DAN
MUTASI INFORMASI PEMBINAAN DISIPLIN PELATIHAN
FORM A%l DAN SUBBIDANG
SUBBIDANG L OENGADAAN K ESEJAHTERAAN . SUBBIDANG
KEPANGKATAN PEGAWA| PEGAWAI PERENCANAAN
SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG
SUBBIDANG INFORMASI PEMBINAAN 2 PENYELENGGARAAN
JABATAN
K EPEGAWAIAN DISIPLIN PEGAWAI

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, diolah 2013
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B. Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, wadir

a.

b.

Kepala Badan;

Sekretariat,terdiri dari;

1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Keuangan;

3) Subbagian Umum

Bidang Mutasi, terdiri dari;

1) Subbidang Kepangkatan;

2) Subbidang Jabatan.

. Bidang Formasi dan Informasi, terdiri dari :

1) Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai

2) Subbidang Informasi dan Pegawai

Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Pegaevdri dari;
1) Subbidang Kesejahteraan Pegawai

2) Subbidang Disiplin Pegawai

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari;

1) Subbidang Teknis dan Fungsional,

2) Subbidang Kepemimpinan;

Kelompok Jabtan Fungsional;

2. Kesekretariat Dipimpin oleh Sekretaris dan Bidanginapin oleh

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas po&okfuhgsinya

berbeda di bawah dan bertanggung jawab kepadaskBpdban.
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3. Keadaan Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang

Jumlah pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang

Tabel 1.
Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
L aki-laki Perempuan
4677 4697
Jumlah 9169

SumberBadan Kepegawaian Daerah, 2013
Dari data keseluruhan di Pemerintah kota malanggtals dapat
dilihat, bahwa jumlah perempuan lebih mendomingsmlah
pegawai pada Badan Kepegawaian Daaerah Kota Makandjri

mempunyai jumlah 45 orang.

Tabel 2.

Jenjang Pendidikan
No Nama Pendidikan F
1 SD 136
2 SLTP 299
3 SLTA 2434
4 D1 120
5 D2 1528
6 D3 949
7 D4 26
8 S1 3506
9 S2 171

Jumlah 9169

SumberBadan Kepegawaian Daerah, 2013
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Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah jegjpendidikan
yang paling mendominasi adalah S1 dengan jumlab 8&ihg

dan yang terendah adalah D4 yang berjumlah 26 orang

Tabel 3.
Golongan dan ruang
No. Ruang dan Golongan F
1 1l/a 33
2 1/b 148
3 1/c 12
4 1/d 30
5 ll/a 733
6 [1/b 332
4 ll/c 424
8 ll/d 427
9 lll/a 993
10 [1/b 1203
11 l1l/c 623
12 l/d 776
13 IV/a 3321
14 IV/b 85
15 IV/c 17
Jumlah 9157

SumberBadan Kepegawaian Daerah, 2013

Dari data di atas dapat dilihat bahwa golongan [\&aih
mendominasi dengan jumlah 3321, yang paling reqaafahnya
adalah IV/c dengan jumlah 17 orang, data diataa gigadikan

dasar untuk penggajian.

Tabd 4.
Jabatan fungsional
No. Jabatan F
1 Struktural 595
R Fungsional 2679
8 Fungsional Tertentu 5983
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[ Jumlah = 9257 |
SumberBadan Kepegawaian Daerah 2013

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Jabatan komgsTertentu

lebih mendominadiari jabatan yang lain dengan jumlah 5983.

C. Pelaksanaan Distribusi Pengisian Jabatan Di Badan Kepegawaian
Daerah Kota Malang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
Pelaksanaan distribusi merupakan, penyaluran agsmyampaian suatu
jabatan-jabatan Negara, kepada aparatur negaranyamgandung hak dan
kewajiban, yang telah ditentukan aturannya. Hak idewajiban muncul
karena adanya kewenangan dari jabatan, yaitu atrililelegasi dan
mandat. Atribusi adalah wewenang yang melekat padtu jabatan, yang
diatur dalam pasal 1 angka 6 UU nomor 5 tahun 1886&ng Peradilan
Tata Usaha Negara menyebutnya : wewenang yangaxtialadan atau
pejabat tata usaha Negara yang dilawankandenganeveeyy yang
dilimpahkan. Sedangkan delegasi adalah pemindakaun pengalihan
suatu kewenangan yang ada. Jika digabungkan, sitrilaingan delegasi
adalah alat-alat membantu untuk memeriksa, apakadtu sbadan
berwenang atau tidak.

Untuk mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewgenaatau pengalih
tanganan kewenangan, akan tetapi menyangkut gmjjiferja interen antara
penguasa dan pegawai.Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang

merupakan salah satu unit kerja, organisasi, iastgang dibentuk oleh

> Philipus M. Hadjon, dan kawan-kawap.cit, him 130
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pemerintah/pemerintah daerah yang dipercaya unt@nyelenggarakan
berbagai urusan dalam hal pengadaan atau pengib&tan.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sendiri t@lalakukan pengisian
jabatan dengan tepat. Hal tersebut dikuatkan dengamyataan dari
narasumber sebagai berikut:

Kita sudah melakukan prosedur dengan tepat, untakalah
pengisian jabatan sendiri kita selalu mengacu pBdeaturan
Pemerintah dan Perka BKN, hal tersebut akan menkadabagi
kita untuk memproses sistem pengisian jabatantter3t

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan, Badanelawaian Daerah
Kota Malang sudah melakukan prosedur dengan tepkmd melakukan
penempatan pegawai negeri sipil, dengan mengaa Pacturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Formasi Pegawai Ne&gjpii dan dengan
penerapannya menggunakan Peraturan Kepala Badasg#iepian Negara
Nomor 12 Tahun 2011. Berdasrkan pengamatan perigditian Kepegawaian
Daerah Kota Malang belum secara menyeluruh menggupeosedur yang
sudah ditetapkan dalam penempatan pegawai neggyisgperti penggantian
kepala subbagian Tata usaha dilakukan dua kalhmdalasa periode.

Pada umumnya Pengisian jabatan diarahkan kepadagkatan dari
ketetapan suatu organisasi dalam mencapai sasaetadumpelaksanaan
pengisi jabatan dimana peran pegawai tersebut nretepekepuasan kerja
sehingga memungkinkan seorang pegawai untuk mekainehniasil kerja yang

terbaik kepada organisasi sehingga dapat ditetafolgagn pengisian jabatan.

> Pak.Hendro Sebagai Narasumber
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Badan Kepegaweaian Daerah Kota Malang sendiri matad@n
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tenfaomnasi untuk
dijadikan dasar bagi pengisian jabatan. Di dalasap& ayat 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang formasieiartkan bahwa:

Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masinghnga satuan

organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupater/kKsgtiap tahun

anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-ghasitelah

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yandabggung jawab di

bidang pendayagunaan aparatur negara, berdsarkimb@ngan dari

Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalestnibusi
pengisian jabatan menerapkan Peraturan Kepala B&ela@gawaian Negara
Nomor 12 tahun 2011 yang dijadikan dasar untuk ijséargjabatan. Adapun
tahapan-tahapan pelaksanaan distribusi pengisidmataja di Badan
Kepegawaian Daerah Kota Malang yang berdasarkaiu?an Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2011 sebag#iieti

Pada awalnya yang menjadi dasar dalam tahapanspangjabatan adalah
Pembentukan Tim Pelaksanaan Analisis Jabatan (TPAJ) Pelaksanaan
Analisis Jabatan mempunyai tugas mengumpulkan degayususn informasi
data, serta menverifikasi data.

Adapun Tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

> Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan &akéiSebagai Narasumber
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a. Pada tahap ini, TPAJ melakukan pengumpulan dat&uméndapatkan
fakta-fakta dan keterangan dari pemegang jabatma, pmpinan unit
kerja, narasumber, serta sumber lainnya, catataianhgemegang
jabatan, rencana kerja dan laporan pelaksanaamjg@akevisi dan misi
organisasi dan tata kerja serta informasi kerjaniga.

b. Sebagai landasan untuk melaksanakan analisis mbaperlu
memperhatikan visi dan misi organisasi, struktugaorisasi, tat kerja,
tugas pokok dan fungsi, serta sumber data lainaelgagai sumber data
yang berperan dalam penyusunan uraian jabatanydeat gabatan.

c. Apabila Visi dan Misi belum terdokumentasi secaeatulis, maka
TPAJ dapat memperoleh dari pimpinan instansi tentaah kebijakan
instansi di masa yang akan datang.

d. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lioramalisis
jabatan.

e. Para pemegang jabatan yang ditunjuk menjadi regpondalam
pengisian formulir analisis jabatan adalah pegaaag:

1) Menguasai pekerjaan diunit kerjanya;
2) Dapat menjelaskan program-program unit kerjanya;
3) Mengerti proses kerja diunit kerjanya.

f.  Untuk mempermudah pengisian formulir analisis jabatebagaimana

dimaksud pada huruf d, dapt memperhatikan talblekta
2. Penyusunan Informasi Jabatan
Untuk menyusun informasi jabatan diperlukan datéaiey:

a. Uraian jabatan
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1) Untuk menyusun uraian jabatan perlu dilakukan tahap
pengumpulan data dengan menggunakan formulir @nalis
jabatan dan / atau penyebaran kuesioner kepadagpeme
jabatan struktural dan fungsional di lingkungarnansi.

2) Data-data yang meliputi nama jabatan, kode jabakdmisar
jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat, Keaigl kerja,
tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi
lingkungan kerja, dan resiko bahaya dituangkan k&am
formulir analaisis jabatan.

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penyususnam ura
jabatan dijelaskan aspek-aspek sebagai berikut:
a). Nama Jabatan

(1). Nama jabatan atau nomenklatur jabatan merupaka
sebutan yang bersifat ringkas untuk
mengidentifikasikan suatu jabatan.

(2). Untuk jabatan struktural nama jabatan seseagan
yang tercantum dalam struktur organisasi dan tatg k
yang bersangkutan.

(3). Untuk jabatan fungsional tertentu nama jabatesuai
dengan ketentuan yang telah berlaku, seperti geneli
widyaiswara, pustakawan, dan sebagainya.

(4). Untuk jabatan fungsional umum nama jabtan
mencerminkan pekerjaan atau tugas-tugas yang

dilaksanakan, seperti pengadministrasian keuangan,
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Penganalisis Kompetensi Jabatan, Penyusun Laporan
Keuangan, Caraka, dan sebagainya.

b). Kode Jabatan
kode jabatan merupakan kode yang dibuat untuk
mermudahkan pengadministrasian jabatan.

c). Ikhtisar Jabatan
Ikhtisar jabatan merupakan ringkasan dari urai@aguyang
disusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pgiddok
tugas jabatan.

d). Uraian Tugas
Uraian tugas merupakan suatau paparan atau bentatam
semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pemegaagaja
dalam memprose bahan kerja menjadi hasil kerjandala
kondisi tertentu, ditulis dengan singkat dengamggelserta
disusun secara berurutan dari yang paling beratpaiam
dengan yang paling ringan

e). Bahan kerja
Bahan kerja terdiri dari atas data, orang, bendmgy
berwujud atau tidak berwujud, yang merupakan suatu
masukan untuk diproses menjadi hasil kerja.

f). Perangkat Ketja
Sarana atau perlengkapan yang dipergunakan untuk
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.

g). Hasil Kerja
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Hasil kerja adalah suatu produk berupa barang, jdaa
informasi yang dihasilkan dari suatu proses pelskaa tugas
dengan menggunakan bahan kerja dan peralatan deagan
waktu dan kondisi tertentu, dapat bersfiat manajenaupun
non manajerial.
h). Tanggung Jawab
Tanggung jawab merupakan tuntutan jabatan terhadap
kesanggupan seorang pegawai negeri sipil untuk ehesgikan
pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sediikyh
dan tepat pada waktunya dan berani menanggungoresss
keputusan yang di ambil atau tindakan yang dilakoka.
i). Wewenang
Wewenang merupakan hak dan pemegang jabatan untuk
memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentutukin
mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam nsela&kan
tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbamdape
tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksan
tugas.
J). Korelasi Jabatan
Korelasi Jabtan adalah hubungan kerja antara jabeatag satu
dengan jabtan yang lainnya, ataupun orang lain yang
berhubungan dengan jabatan tersebut.

k). Kondisis Lingkungan Kerja
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Kondisi lingkungan kerja merupakan kondsi didalaam dekitar
Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tygjaatan
mengolah bahan kerja dengan peralatan kerja mengsidi kerja
yang meliputi, aspek tempat kerja, udara, suhuayahsuara,
getaran, dan letak.
). Risiko Bahaya
Kejadian atau keadaan yang mungkin akan dialamiawaig
Negeri ~ Sipil Sehubungan dengan keberadaannya dalam
lingkungan pekerjaan.
b. Syarat Jabatan
Merupakan Syarat Kualifikasi yang harus dipenuheéholPegawai
Negeri Sipil untuk dapat melakukan pekerjaan atamangku jabatan.
Syarat Jabatan terdiri atas:
1). Pangkat Golongan/Ruang
Pangkat Golongan/Ruang minimal yang dipersyaratkeuuk
menduduki suatu jabatan.
2). Pendidikan Formal yang dipersyartkan untuk moen#i suatu
jabatan.
3). Kursus/Diklat
Pendididkan dan Pelatihan yang dibutuhkan untukimgé&takan
kemampuan manajerial dan non manajerial.
4). Pengalaman Kerja
Pengembangan pengetahuan, keterampilan kera, sialesypal,

kebiasaan mentaldan fisik yang tidak diperoleh gaeiatihan,
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6).

7).

8).

9).

50

tetapi diperoleh dari masa kerja sebelumnya dalamrkwaktu
yang berkaitan dengan pekerjaan saat ini.

Pengetahuan Kerja

Akumulasi hasil proses pendidikan formal atau imfak yang
dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil di dalam eemhan
masalah, daya cipta serta dalam pelaksanaan tegagqan.
Keterampilan Kerja

Tingkat kemampuan dan penguasaan teknis operadRegdwai
Negeri Sipil dalam suatu bidang tugas pekerjadarig.

Bakat Kerja

Kpasitas Khusus atau kemampuan potensial yangrdikga bagi
seorang untuk dapat mempelajari, memahami bebéugpa atau
pekerjaan.

Tempramen Kerja

Syarat kemampuan penyesuain diri yang harus dipdpedawal
Negeri Sipil sesuai dengan sifat pekerjaan.

Minat Kerja

Kecendrungan memiliki kemauan, keinginna dan kememmuntuk
melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik berdsaekgetahuan

dan pengalaman yang dimiliki.

10). Upaya Fisik

Upaya fisik merupakan penggunaan organ fisik mélipaluruh

bagian anggota tubuh dalam pelaksanaan tugasabata

11). Kondisi Fisik
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Yang sangat diperlukan agar dapat melakukan tdgagan baik.
Syarat kondisi fisik antara lain:

a. Jenis Kelamin yang diperbolehkan untuk memangkiaygb
b. Umur tertentu yang disyaratkan;

c. Tinggi Badan Tertentu;

d. Berat Badan Tertentu;

e. Postur Tubuh;

f. Peanmpilan, faktor lain, seperti sikap ramah, sumeadu,,

tegas dan lemah lembut, pendiam dan lain-lain.

3. Verifikasi Data

a. Verifikasi merupakan konfirmasi analisis jabatepada pihak-pihak
terkait untuk penyempurnaan hasil pengolahan datg felah dilakukan
oleh TPAJ sebagi bahan pertimbangan penentuarsarjabatan.

b. Verifikasi dapat dilakukan melalui diskusi yamithadiri oleh para
analisis jabatan, narasumber, pimpinan unit kegagydianalisis, dan
pihak-pihak, terkait berkompeten dibidangnya.

c. Diskusi diselenggarakan guna mendapatkan dukumgaterial dan
formal dari pimpinan unit kerja yang bersangkutaerupa usul, saran,
masukan, dan tanggapan-tanggapan akan diperguabdtamPAJ untuk
menyempurnakan analisis jabatan.

4. Penetapan Hasil Analisis Jabatan

a.Finalisasi
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Sebelum disahkan, hasil analisis jabatan yang berupian jabatan,
syarat jabatan, serta rekomendasi atas temuan pdingan perlu
dipresentasikan di hadapan pimpinan instansi dgab&e Pembina
Kepegawaian dengan tujuan untuk mendapatkan masekagai tindak
lanjut untuk memperoleh persetujuan pengesahannya.
b. Pengesahan Hasil

Hasil analisis jabatan yang telah di presentastkantelah mendapatkan
persetujuan segera di sahkan dengan menerbitkan lsgputusan dari

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang berstargku

Sedangkan pelaksanaan distribusi pengisian jahstiark Kepala Dinas
dan Kepala Badan yang merupakan Jabatan StrulEsedbn llb. Jabatan
struktural Eselon Il ke bawah pada Instansi pusedt@bkan oleh pimpinan
instansi setelah mendapat pertimbangan tertulisi dé&enteri yang
bertanggung jawab dibidang pendayagunaan Aparaegarfd. Jabatan
Struktural Eselon Il ke bawah di Kabupaten/Kotatdipkan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Jika dilihat dari Surat Edaran Menteri Nomor 16 U@a2012 maka
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Ta@(f Ruh lebih
bersifat tertutup dari Surat Edaran Menteri, heddbut dapat dilihat dalam
ketentuan dalam Surat Edaran Tersebut yang mekgeldmhwa®

1. Pengumuman:

*® Surat Edaran Menteri dan Pak Agus Sebagai Narasumbe
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a. Untuk mengisi lowongan jabatan struktural agar diotkan secara
terbuka kepada instansi lain, dalam bentuk surataedmelalui papan
pengumuman, dan/atau media cetak, media elekt(trikasuk media
on-line/internet) sesuai dengan anggaran yangdierse

b. Lamanya pengumuman paling kurang 15 (lima belas) sebelum
tanggal penerimaan lamaran.

c. Pengumuman tersebut dilakukan dengan cara selagait :

1). Pada instansi pemerintah kabupaten/kota:

a). Untuk mengisi jabatan struktural Eselon Il dismkan terbuka
kepada seluruh instansi pemerintah kabupaten/kotargtansi
pemerintah provinsi di wilayah provinsi yang beigartan;

b). Untuk mengisi jabatan struktural Eselon lll, I¥an V
diumumkan terbuka kepada internal instansi penadrint
kabupaten/kota yang bersangkutan atau instansi rpeate
provinsi di wilayah provinsi yang bersangkutan;

c). Apabila tidak terdapat calon yang memenuhi ket@psi yang
dibutuhkan agar lowongan diumumkan kepada instansi
pemerintatr Kabupatenf Kota di wilayah provinsi gan
bersangkutan.

d. Dalam Pengumuman Tersebut harus memuat:

1). Nama Jabatan
2). Persyaratan Jabatan
3). Batas waktu Pengumpulan kelengkapan administras

4). Materi dan atau tahapan seleksi; dan/atau
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5). Prosedur lain yang diperlukan
2. Tata cara:
a. Pembentukan Panitia Seleksi
1) Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk paeieksi;
2) Panitia Seleksi terdiri atas unsur :
a) Pejabat terkait dari lingkungan instansi yang
bersangkutan;
b) Pejabat dari instansi lain yang jenis dan kompeétens
jabatannya sesuai degan jabatan yang akan diisi;
c) Akademisi/pakar/profesional sesuai dengan bidang
jabatan yang akan diisi.
3). Jumlah Panitia Seleksi paling banyak 5 (lima@ng dari unsur
terkait internal dan eksternal instansi.
4) Panitia seleksi melaksanakan seleksi yang dibafeh Tim
penilai kompetensi yang independen.
b. Pelaksanaan Seleksi
1). Seleksi Administrasi :
a) Penilaian terhadap kelengkapan berkas admisiisteang
mendukung persyaratan,
b) Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat stmaktyang
memenuhi persyaratan administrasi untuk mengileléksi
berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan

struktural,
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c) Kriteria persyaratan administrasi didasarkas atraturan
perundang-undangan dan peraturan internal instzargjy
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-
masing.

d) Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya kétzmka
objektif antara kualifikasi latar belakang pendatkjasah,
pengalaman kerja, serta rekam jejak yang bersaagkut
dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatarg Yan
akan diduduki.

2). Seleksi Kompetensi:

a) Dalam melakukan penilaian Kompetensi Manajerial
diperlukan metode :

i. Untuk jabatan struktural eselon | dan I,
menggunakan metode assessment center sesuai
kebutuhan masing-masing instansi, tidak boleh
kurang dari jumlah atau jenis metode yang
digunakan bagi penilaian untuk menduduki | abatan
struktural dibawahnya,;

ii. untuk jabatan struktural eselon lll, paling kurang
menggunakan psikometri, wawancara kompetensi
dan analisa kasus atam presentasi;

li. Untuk jabatan struktural eselon IV dan V, paling

kuran menggunakan psikometri dan kuesioner;
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iv. Untuk daerah yang belum dapat menggunakan
metode assessmen center secara lengkap dapat
menggunakan metode psikometri, wawancara
kompetensi, analisa kasus atau presentasi;

v. Standar Kompetensi manajerial disusun dan
ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai
kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor;

vi.  Kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi.

b). Dalam melakukan penilaian Kompetensi Bidang dengan
cara :

I. Menggunakan metode tertulis dan wawancara;

ii. Standar kompetensi Bidang disusun dan ditetajtah
masingmasing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan
dapat dibantu oleh assessor.

c). Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetendaig
ditetapkan oleh masing-masing instansi mengacu pada
ketentuan yang ada atau bila belum terpenuhi dapat
ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan di instansingras
masing.

d). Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikéeh

Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

c. Hasil seleksi:
1). Panitia seleksi mengemumkan hasil dari setduyag seleksi

secara terbuka melalui papan pengumuman, dan/agaiam
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cetak, media elektronik (termasuk media on-linefimet)
sesuai dengan anggaran yang tersedia,

2). Panitia seleksi mengolah hasil dari setiapgahaseleksi dan
menyusun peringkat nilai,

3). Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilaag@i berikut :

i. Jabatan Struktural Eselon | kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian,

ii. Jabatan Struktural Eselon I, Ill, IV dan V kepadetua
Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.

4). Hasil penilaian jabatan struktural Eselon lildipoleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sebanyak 3 (tiga) calon sesutan
nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Presidetaii Tim
Penilai Akhir.

5). Hasil penilaian jabatan struktural Eselon Il, IV dan V,
dipilih oleh Badan Pertimbangan Kepangkatan daratdab
sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tegiingntuk
disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Tujuan pengisian jabatan terbuka untuk memberikesetkpatan yang
sama bagi seluruh pegawai negeri sipil, baik dasap maupun daerah.
seluruh pegawai negeri sipil, baik dari pusat mauplaerah untuk
menghindari praktek KKN dan politisagiengisian jabatan agar tidak lagi
asal pilih, mendapatkan pegawai sesuai dengan kemgpealan kemampuan
usaha/investasi, untuk membentuk suatu organisasj ylapat dipandang

oleh masyarakat dengan baik. Untuk lebih menjamara ppegawai
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memenuhi kompetensi jabatan yang diperlukan olbatgm tersebut, perlu
adanya pengisian jabatan yang terbuka, agar mebgemghan pekerjaan
dan kemampuan yang di miliki oleh pegawai negeil gang bersangkutan.
Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari narasr sebagai
berikut?’
Harusnya pengisian jabatan itu terbuka, jabatangyakan
ditempati oleh pejabat yang sudah berpengalamaradimalam
jabatan tersebut, jabatan-jabatan yang diisi adak @i ambil dari
pejabat yang baru saja di lantik karena pengistédratan harus
mengutamakan pertimbangan profesionalisme.
Dari wawancara diatas membuktikan bahwa pengisidatan harus
terbuka agar menghindari salah memilih pejabat yadak sesuai dengan
profesi yang dimiliki dengan pekerjaan yang adaaragbih menjamin

pejabat-pejabat yang diberikan kewenangan dalamamgka jabatan.

D. Hambatan dan Solusi dari Pelaksanaan Distribus Pengisisan Jabatan
Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Berdasrkan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang formasi Pegawai Negeri
Sipil
1. Hambatan Pelaksanaan Distribusi Pengisian Jabatan

Semua badan yang mempunyai fungsi dan tugas, lbaitu $adan
resmi maupun badan yang tidak resmi yang berja¢éamd mengupayakan

kinerja yang baik pada tugas dan pelayaan yangrisghsm dengan

*’ Pak Agus Sebagai Narasumber
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melaksanakan pengisian jabatan yang kosong ataunganjabati dulunya
sudah pensiun, akan tetapi setiap kegiatan terspasti mempunyai

hambatan-hambatan yang disetiap masing-masingnttadsebut berbeda-
beda jenis ataupun faktor yang mempengaruhi. Badaepegawaian

Daerah adalah termasuk salah satunya.

Di dalam Badan Kepegawaian Daerah terdapat Pegdegeri Sipil
yang bekerja untuk menjalankan fungsi dan tugasokoltari Badan
Kepegawaian Daerah, dimana secara keseluruhanspakén pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Badan KepagawDaerah Kota
Malang sudah cukup baik dalam mengembangkan tugasfuhgsinya
dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang akkn fetapi dalam
kenyataan yang terjadi di lapangan masih terdapherdapa hambatan
yang dialami oleh Badan Kepegawaian Daerah di dalamses
pelaksanaannya.

Pengisian jabatan bukan hanya karena kepintamnark@@aampuan
kita dalam mengerjakan tugas saja, tetapi kemampysrg harus
didukung dengan sikap, kebiasaan dan perilaku gikngebab itu tidak
heran jika ada Pegawai Negeri Sipil yang dikatakakup cerdas dan
berpotensi akan tetapi tidak pernah mendapatkargigan jabatan.
Adapun hambatan pengisian jabatan di Badan Kepegavaerah Kota
Malang salah satunya adalah berjalan pada jam-jaas derjalan pada
jam dinas sehingga mengakibatkan molornya jadwayglesaian tugas.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang teilakukdan,

hambatan bagi pengisian jabatan di Badan Kepegaw@meah Kota
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Malang adalah Kebijakan dalam pengisian jabatahuker belum ada
pedoman teknisnya dan relatif secara nasional rakampkebijakan baru
sehingga belum banyak instansi yang secara utulakssiakannya.
Hambatan yang dialami oleh Badan Kepegawaian Dakcah Malang
adalah penundaan pensiun bagi pegawai yang sud&itnya pensiun,
padahal dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaigar&é&omor 12
Tahun 2011 menegaskan bahwa: Kondisi fisik yangaadiperlukan
agar dapat melakukan tugas dengan baik. Jika pégjawai Negeri sipil
melebihi batas yang ditentukan maka hal terseban akengganggu kerja
dan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
2. Solusi

Dari Hambatan-hambatan yang telah diuraikan diataska perlu
adanya suatu solusi dalam rangka mengatasi hambatabatan tersebut,

agar pelaksanaan pengisian jabatan dapat berjalan b

Keterbukaan Pengisian jabatan pada Badan Kepegaw@erah
belum terlaksana maka sehubungan dengan hal teéraglan kebijakan ini
tepat dan dapat diterima oleh internal maupun ehkalitebirokrasi maka
dalam perumusannya tetap memperhatikan ketentuary Yeerlaku.
Sehingga kebijakan promosi terbuka yang dikembamgile@h Badan
Kepegawaian Daerah selain dilakukan melalui insémirgang obyektif,
melibatkan keaktifan Pegawai Negeri Sipil untuk kKioempetisi juga
mengedepankan sikap bijak dan sportifitas terutgg@aegasan bahwa

jabatan adalah amanah/penugasan.
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Selain itu juga untuk menghindari kesalahan padtasnwntuk para
pegawai yang memasuki masa pensiun maka Badan &spe&m Daerah
Kota Malang harus merujuk pada Peraturan PemerMtahor 54 Tahun
2003 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nélgemar 12 Tahun

2011 tentang Analisis jabatan sebagai salah sattumennya.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pablapémbahasan

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan distribusi pengisian jabatan telakukkn dengan tepat.

Prosedur yang digunakan berdsarkan Peraturan Reateflomor 54

Tahun 2003 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaigarll Nomor

12 Tahun 2011. Pelaksanaan Pengisian Jabatan uerdidékukan

dengan berbagai tahapan yaitu:

a.

b.

Pengumpulan Data,;
Penyusuan Informasi Jabatan;

Verifikasi Data;

. Penetapan Hasil Analisis Jabatan yang meliputi:

1). Finalisasi

2). Pengesahan Hasil

2. Hambatan Pelaksanaan Pengisian Jabatan tersetapaekurangnya

keterbukaan dalam promosi jabatan untuk mempermudiibm

pengisian Jabatan seperti yang tertuang dalam &datan Menteri

PAN-RB Nomor 16 Tahun 2012. Agar tidak terjadi tutubang gali

lubang untuk menghindari kekosongan jabatan.
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B. Saran

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengigabatan pada

Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang, untuk dilakukeberapa

upaya.

1. Pemerintah Kota Malang harus merumuskan kembaliijdiein-
kebijakan terkait, dengan mengeluarkan perundadignugan yang
dapat mengakomodir kewenangan kepala daerah sehagaijabatan
politis dengan tidak melanggar peraturan kepegawgag berlaku.

2. Karena kurangnya keterbukaan dalam pengisisangapabaka hal
tersebut dapat dilakukan tes kompetensi, sebagaraalam melihat
kemampuan dan kelayakan dalam menjabat jabataktwstil yang
ada, agar dapat menciptakan suatu organisasi yawegnid dengan
menempatkan orang yang tepat pada jabatan, dan @agpeat
menggunakan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 1ituia2012

agar pengisian jabatan lebih terbuka.
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